Jetri Roy Irene Manalu - Tinjauan Hukum terhadap Hak dan Kewajiban Pemberi dan Penerima Gadai dalam...

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 16/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unixeclé%ié[g%llylo%i {}e%%es?tory uma.acid)16/7/24



Jetri Roy Irene Manalu - Tinjauan Hukum terhadap Hak dan Kewajiban Pemberi dan Penerima Gadai dalam...

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 16/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unixeclé%ié[g%llylo%i {}e%%es?tory uma.acid)16/7/24



Jetri Roy Irene Manalu - Tinjauan Hukum terhadap Hak dan Kewajiban Pemberi dan Penerima Gadai dalam...

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis persembahkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang
telah melimpahkan karunianya kepada penulis segingga pekerjaan penulisan karya
ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat terselesaikan.

Skripsi penulis ini berjudul “TINJAUAN HUKUM TERHADAP HAK
DAN KEWAJIBAN PEMBERI DAN PENERIMA GADAI DALAM
PERJANJIAN GADAI PADA PERUM PEGADAIAN (Studi Kasus Pada Perum
Pegadaian Kota Medan)”.

Adapun penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan
terakhir perkuliahan penulis di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Jurusan
Hukum Keperdataan dalam progran pendidikan S-1 untuk mencapai gelar sarjana
Hukum.

Dalam menyelesaikan tulisan ini penulis telah banyak mendapatkan
bantuan dari berbagai pihak,maka pada kesempatan ini penulis ingi mengucapkan
terima kasih sebesar-besarnya kepada para pihak tersebut, terutama kepada :

- Bapak Syafaruddin,SH,M Hum,selaku Dekan pada Fakultas Hukum

Universitas Medan Area.

- Bapak H.Abdul Muis, SHMS, selaku Ketua Bidang Hukum Keperdataan

di Fakultas Medan Area,dan sekaligus Dosen Pembimbing I penulis.

- Bapak Ghulam Muhamad, SH.M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II
penulis.
- Bapak Muazzul, SH.M.Hum, selaku pembantu Dekan III pada Fakultas

Medan Area ,sekaligus sebagai Sekretaris panitia pada seminar skripsi.

- Bapak Zamzami, SH,M.Hum,selaku dosen Wali Mahasiswa stambuk 2005
pada Fakultas Hukum UMA.
- Bapak dan Ibu Dosen serta staf Administrasi di Fakultas Hukum

Universitas Medan Area.

- Rekan-rekan sealmamater khususnya Tanty,Marini,Rahma,As3,Ade,Mas

Intan,Kak Lilawati, Chiquita, Melia,Laura Siahaan,Teresia Siahaan yang

telah berjuang bersama penulis dalam mencapai gelar Sarjana Hukum.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 16/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan kagya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unix%léséigg%lMo%j%{}e%%%?tory uma.acid)16/7/24



Jetri Roy Irene Manalu - Tinjauan Hukum terhadap Hak dan Kewajiban Pemberi dan Penerima Gadai dalam...

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 16/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unixeclé%ié[g%llylo%i {}e%%es?tory uma.acid)16/7/24



Jetri Roy Irene Manalu - Tinjauan Hukum terhadap Hak dan Kewajiban Pemberi dan Penerima Gadai dalam...

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 16/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa iz}{lcléje%isvﬁ%ir? rI\éISgSl &§egma acid)16/7/24



Jetri Roy Irene Manalu - Tinjauan Hukum terhadap Hak dan Kewajiban Pemberi dan Penerima Gadai dalam...

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN PEMBERI DAN PENERIMA GADAI

PADA PERUM PEGADAIAAN

A. Sejarah Perum Pegadaian di Indonesia...........ccccevevuennennnne. 47
B. Kedudukan Para Pihak Dalam Perjanjian Gadai................. 50
C. Hak dan Kewajiban Pemberi dan Penerima Gadai.............. 52
D. Wanprestasi dan AKibatnya..........ccocevereereerrericnssnnecnnscnnes 55
E. Berakhirnya Perjanjian Gadai..........c.ccoceevvericeveenecrencnnennes 57
F. Wawancara dan Tanggapan........c.cccceceeereinuiieeracsnessissesenianns 59

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A ICEIBINIMIIL . copn s sonasssssssnmmisnpisbicmomnsavarapomass e AR ORI 65
B SR i S 66
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang Document Accepted 16/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentik apapun tanpa iz}{lcgerlsis\/ﬁ%irgg rl\élgggirgol}§egma acid)16/7/24



Jetri Roy Irene Manalu - Tinjauan Hukum terhadap Hak dan Kewajiban Pemberi dan Penerima Gadai dalam...

BAB 1

PENDAHULUAN

Negara Indonesia ini sedang giat-giatnya melakukan pembangunan di segala
bidang,tujuan akhir dari pembangunan itu adalah untuk mewujudkan masyarakat adil
dan makmur materil dan spritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Pembangunan yang dilaksanankan itu hendaknya dilakukan secara merata tidak

hanya menguntungkan satu golongan saja, sebab dalam masyarakat tidak dapat
dipungkiri adanya perbedaaan yang salah satunya adalah adanya golongan ekonomi
kuat dan lemah.

Umumnya masyarakat ekonomi lemah di dalam aktifitasnya sehari-hari tidak
mempunyai uang yang cukup untuk digunakan sebagai modal usaha atau untuk
keperluan lain yang mendesak dan harus didapatkan dalam waktu yang singkat dan,
karena uang tersebut mungkin saja digunkan untuk keperluan sekolah,berobat,atau
keperluan lain yang sangat mendesak.

Pada kenyataan banyak anggota masyarakat yang terpaksa meminta bantuan
kepada pihak rentenir atau yang biasa disebut dengan lintah darat untuk mendapatkan
jumlah uang,walaupun untuk pengembaliannya harus dibarengi dengan pembayaran
bunga yang sangat tinggi (melampaui batas kewajaran). Melihat masalah di atas maka
diperlukanlah suatu lembaga yang dapat membantu masyarakat untuk mendapatkan
uang dengan bunga yang sepantasnya dan dalam waktu yang relatif singkat.

Perum Pegadaian adalah salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang

ﬁ\ﬁwgﬁ ﬁglﬁEﬁ%N ;{Fﬁ%i&aﬁ dari pelaksanaan pasal 33 UUD 1945 yang
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memberikan pinjaman modal pada masyarakat dengan sistem hukum gadai, lembaga
ini memberikan peluang besar kepada masyarakat yang tidak mampu mengikat kredit
dengan pihak bank. Masyarakat akan memperoleh kemudahan dalam meminjam
uang dari pemerintah melalui Perum Pengadaian ini, karena barang yang digunakan
sebagai agunan adalah barang bergerak yang dimilikinya. Pada kenyataannya Perum
Pengadaian ini dapat diterima masyarakat sebagai suatu mitra dalam mendapatkan
pinjaman, Hal itu juga berhubungan dengan proses yang ditempuh oleh nasabah
dalam mendapatkan pinjaman tersebut dengan sangat mudah dan dalam waktu yang
singkat. Berbeda dengan masyarakat yang mau melakukan akad kredit dengan pihak
bank, mungkin akan memakan waktu berhari-hari pada hal pinjaman tersebut sangat
penkting bagi nasabah. Hal tersebut kiranya salah satu alasan bagi Perum Pegadaian
dalam memberikan pinjaman kepada masyarakat dengan proses yang sederhana dan
hal itu tertuang juga dalam semboyan Perum Pegadaian yaitu “Mengatasi Masalah
Tanpa Masalah”.

Pihak yang mngadaikan dinamakan “pemberi gadai”dan yang menerima
gadai, dinamakan “penerima atau pemegang gadai”.kadang-kadang didalam gadai
terlibat tiga pihak, yaitu debitur (pihak yang berhutang), pemberi gadai, yaitu pihak
yang menyerahkan benda gadai dan pemegang gadai, yaitu kreditur yang menguasai
benda gadai jaminan piutangnya.

Kedudukan pemegang gadai disini lebih kuat dari pemegang fiducia, karena
benda jaminan berada dalam penguasaan kreditur. Dalam hal ini, kreditur terhindar

dari itikad jahat (te kwader trouw) pemberi gadai, sebab dalam gadai, benda jaminan
%@ﬁéﬁ%%ﬁ%ﬁ%ﬁ% dalam penguasaan (inbezitstelling) Btggmberi gada 277 24
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adlah suatu hak yang diperoleh seseorang berpiutang atas suatu barang yang

bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seseoranjg berutang atau seorang lain atas
namanya, dan yang memberi kekuasaan kepada siberpiutang untuk mengambil

pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang
lainnya ,dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang
dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan.

Pemberi gadai artinya adalah : orang yang menggadaikan, memberikan
sesuatu barang sebagai jaminan dalam memperoleh pinjaman.

Penerima gadai artinya adalah : orang atau badan hukum yang menerima
benda gadai sebagai jaminan untuk pembayaran suatu kredit.

Dalam perjanjian gadai artinya adalah : di dalam perjanjian nasabah atau
pemberi gadai dengan penerima gadai, biasanya perjanjian ini adalah pinjam
meminjan uang dengan dasar hukum gadai.

Perum Pengadaian artinya adalah : badan usaha tunggal yang diberi

wewenang untuk menyalurkan pinjaman atas dasar hukum gadai.

B. Alasan Pemilihan Judul

Di kalangan masyarakat Indonesia dikenal perbuatan meminjam uang dengan
jaminan atau agunan yang disebut menggadai. Usaha meminjamkan uang dengan
jaminan dinamai usaha gadai atau penggadaian atau istilah lain yang dipahami
setempat.

Perum Pengadaian adalah salah satu lembaga yang berada ditengah

aﬁf@ﬁaﬁ'g},[Iggcl{}[%sbaAﬁirRﬂE\Akeberadaan lembaga ini sudah tidak diragukan lagi.
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Perum pegadaian merupakan satu-satunya lembaga keuangan yang diberi wewenang
dalam menyalurkan pinjaman atas dasar hukum gadai. Jika dibandingkan dengan
lembaga lain baik lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan bukan bank
yang menurut undang-undang bertujuan untuk memberikan kredit dan pelayan
kepada masyarakat, maka praktek pinjaman yanjg dilaksanakan oleh Perum
Pengadaian mempunyai sifat-sifat yang khusus .penyerahan benda gadai dalam
kekuasaan penerima gadai. Sesuai dengan benda gadai adalah benda bergerak, maka

benda itu harus dilepaskan dari kekuasaan debitur atau pemberi gadai. Penyerahan itu

harus nyata, tidak boleh hanya berdasarkan pernyataan dari debitur, sedangkan benda
itu berada dalam kekuasaan debitur itu.

Seorang pemegang gadai yang menerima benda gadai,sedangkan pemberi
gadai statusnya hanyalah seorang penyewa, diperlindungi terhadap hak pemilik. Juga
jika pemegang gadai menerima barang gadai dari seorang pembeli yang membeli
benda tadi dengan syarat batal.Jika perjanjian jual-beli atas benda itu dibatalkan,
maka pemegang gadai diperlindungi terhadap pemilik asal,sehingga dalam hal ini
“zakelijke werking”dari kebatalan itu tidak berlaku terhadap pemegang gadai.

Jika pemegang gadai beriktikad Jjahat,atau benda gadai adalah benda yang
hilang dan atau benda yang dicuri oleh pemberi gadai, maka yang diperlindungi
terhadap pemilik sebenarnya ini berlangsung selama 3 tahun (pasal 1977 KUH
Perdata).

Dalam tulisan ini penulis mencoba mengkaji dan meneliti bagaimana
sebenarnya bentuk'perjanjian yang terjadi pada Perum Pengadaian yang dihubungkan
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dengan hak dan kewajiban diantara para pihak yang tersangkut dalam perjanjian
tersebut.

Secara sosiologis lembaga gadai adalah merupakan jalan keluar untuk menuju
kesejahteraan bagi mereka yang memerlukan dana , namun demikian masih banyak
orang yang tidak mengerti hak dan kewajibannya dalam suatu perjanjian gadai yang
mereka lakukan.

Ruang lingkup permasalahan-permasalahan diatas adalah menjadi suatu latar
belakang penulis dalam memilih judul.

“Tinjauan hukum terhadp hak dan kewajiban pemberi dan penerima gadai
dalam perjanjian gadai pada Perum Pengadaian .

Kiranya dengan memilih judul diatas penulis dapat membahas sekitar
perjanjian yang terjadi diantara nasabah dan Perum Pengadaian, sehingga dengan
pembahasan ini akan menambah cakrawala penulis tentang Perum pegadaian pada

khususnya dan hukum gadai pada umumnya

C. Permasalahan
Bertitik tolak dari maksud judul skripsi ini ,maka penulis mengemukakan
beberapa permasalahan yaitu :

I. Sampai sejauh mana hubungan hukum yang terjadi diantara masyarakat
(nasabah) dengan Perum Pengadaian dan bagaimna kedudukan para pihak
(pemberi dan penerima gadai).

2. Apa yang menjadi hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian gadai

UNIVERSITAS MEDAN AREA
--------------- tersbut. e
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3. Perjanjian gadai terjadi adalah pada saat penandatangana surat bukti kredit
(SBK) oleh kedua belah pihak yaitu antara pihak Perum Pegadaian dan
Nasabah. Dan perjanjian tersebut adalah jenis perjanjian baku karena telah
dicetak dalam suatu formulir. Perjanjian gadai berakhir adalah pada saat uang
pinjaman telah dibayar beserta sewa modal oleh nasabah dan menerima

kembali barang (objek) gadai.

E. Tujuan Pembahasan
Ada pun tujuan pembahasan :
1. Melalui pembahasan ini penulis ingin melengkapi tugas sebagai mahasiswa untuk
mencapai gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum UMA.
2. Sebagai suatu bahan masukan bagi almamater penulis tentang perkembangan
lembaga jaminan gadai khususnya gadai yang diterapkan pada Perum Pegadaian.
3. Melalui pembahasan ini,penulis dapat mempraktekkan apa yang penulis pelajari

selama 4 (empat) tahun pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

F. Metode Pengumpulan Data
Dalam penulisan skripsi ini,penulis telah berusaha sedaya upaya untuk
mengumpulkan data-data guna melengkapi kesempurnaan pembahasan skripsi
ini,dimana dalam hal ini digunakan dua metode penelitian yaitu :
1. Library Resecarch (penelitian Kepustakaan )
Disini penulis melakukan penelitian dengan cara mempelajari bahan-

UNIVERSITASMHER /P cAkiang ada,baik itu karangan-karangan ilmiah maupun
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beberapa literatur-literatur ~ yang mendukung  penulisan  dan

pembahasan skripsi penulis ini.
2. Field Research (penelitian lapangan)
Dalam penyempurnaan penelitian penulis melakukan penelitian secara

langsung pelaksanaan atau praktek pemakaian lembaga gadai pada

Perum Pegadaian Medan.yang dilakukan dengan cara wawancara

pihak yang berwenang memberikan masukan di Perum Pegadaian.

G. Gambaran Isi
Untuk memulai seluruh pembahasan yang ada dalam penulisan skripsi ini
maka penulis akan menerangkan sistematika penulisan dari bab ke bab, sehingga

akan terlihat gambaran skripsi ini secra keseluruhan :

BAB 1 PENDAHULUAN
Pada bab ini penulis akan menguraikan secara umum tentang keadaan
perekonomian dan keadaan lembaga pegadaian secara umum, dilanjutkan
dengan pengertian dan penegasan judul serta apa alasan pemilihan judul
tersebut,kemudian pada pembahasan selanjuktnya penulis mengidentifikasi
permasalahan beserta hipotesanya ,selanjutnya penulis juga memaparkan
tujuan pembahasan , metode yang digunakan dalam penulisan dan yang

terakhir adalah apa yang menjadi gambaran isi dari skripsi ini.
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BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM PERJANJIAN
Dalam bab ini penulis menguraikan secara umum tentang hukum perjanjian
sesuai dengan KUH Perdata , yaitu tentanjg pengertian dan syarat sahnya
suatu perjanjian, bagaimana suatu perjanj ian dikatakan batal dan pembatalan
kemudian dilanjutkan dengan tinjauan pelaksanaan suatu perjanjian serta

bagaimana berakhirnya suatu perjanjian.

BABIII GADAI MERUPAKAN SUATU HAK KEBENDAAN
Pada bab ini penulis menguraikan pengertian hak kebendaan , pengertian
gadai subjek dan objek gadai menurut hukum perdata , syarat sahnya
perjanjian gadai menurut hukum perdata serta berakhirnya suatu

perjanjiann gadai

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN PEMBERI DAN PENERIMA GADAI
PADA PERUM PEGADAIAN
Di dalam bab ini penulis menguraikan sejarah Perum Pegadaian di
Indonesia,kedudukan para pihak dalam perjanjian gadai ada perum
pegadaian kemudian penulis menerangkan hak dan kewajiaban pemberi
dan penerima gadai, selanjutnya penulis menerangkan wanprestasi dan
akibatnya kemudian menjelaskan bagaimana berakhirnya perjanjian gadai
antara nasabah dengan Perum Pegadaian serta diakhiri dengan wawancara

dan tanggapan dari penulis.
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Namun demikian tidak semua perjanjian langsung mengikat para pihak yang
membuatnya,karena hanya perjanjian yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana
yang ditentukan undang-undang saja yang dapat mengikat.Jika satu perjanjian tidak
memenuhi syarat-syarat maka akan mengakibatkan dua kemungkinan yaitu batal
demi hukum dan dapat dibatalkan.Dalam hal pelaksanaan suatu perjanjian ada 3 hal
yang penting yaitu,pertama perjanjian untuk memberikan/ menyerahkan
sesuatu,kedua adalah perjanjian untuk berbuat sesuatu dan yang ketiga adalah
perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu.manakala salah satu pihak tidak memenuhi

ketiga hal diatas maka pihak tersebut dapat dikatakan telah ingkar janji (wanprestasi).

A. Pengertian dan Syarat Sahnya suatu Perjanjian

Manusia dalam hidupnya senantiasa mengadakan hubungan dengan manusia
lain disekitarnya.Hubungan mana disebabkan oleh karena manusia tidak dapat hidup
sendiri-sendiri sehingga harus ada ketergantungan (interdepedensi) diantara mereka.
Untuk mendapatkan suatu keperluan tertentu maka mereka akan selalu menyatakan
kehendak yang disepakati, kehendak itu sering terwujud dalam suatu perjanjian yang
mengikat para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian tersebut.perkataan
perjanjian bukanlah merupakan suatu istilah yang asing lagi namun tidak sedikit
orang yang tidak mengerti apa sebenarnya arti perjanjian itu.

Perihal ketentuan yang mengatur perjanjian pada umumnya terdapat dalam
buku III KUH Perdata dengan judul tentang perikatan.pasal 1233 KUH Perdata

menyebutkan : “Tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan maupun karena
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sendirinya, karena perjanjian adalah hubungan hukum oleh hukum itu senditi diatur
dan dipisahkan cara perhubungannya. Hubungan hukum dalam perjanjian tercipta
oleh karena adanya tindakan hokum yang dilakukan oleh para pihak sehingga

terdapat satu Pihak diberikan hak oleh pihak lain untuk memperoleh
prestasi,sedangkan pihak lain itupun bersedia dibebani dengan kewajiban untuk

menunaikan prestasi.

Dengan adanya peristiwa dimana seseorang berjanji pada orang lain timbul
suatu hubungan hukum antara dua orng tersebut yang dinamakan perikatan.jadi
hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian menerbitkan
perikatan.Perjanjian adalah sumber perikatan disamping sumber lainnya.Dapat
ditambahkan perikatan adalah suato pengertian abstrak sedangkan perjanjian adalah
suatu hal yang kongkrit atau suatu peristiwa.Suatu perikatan tidak dapat dilihat
dengan mata kepala sendiri, namum hanya dapat dibayangkan dalam alam pikiran
kita sedangkan perjanjian dapat kita lihat atau kita baca ataupun mendengarkan
perkataan-perkataannya.Demikian uraian penulis tentang pengertian perjanjian.

Mengenai syarat sahnya suatu perjanjian pasal 1320 KUH perdata telah
menentukan 4 syarat yang harus ada atau yang dipenuhi dalam setiap perjanjian ,
syarat-syarat tersebut antara lain :

1. Sepakat mereka mengikatkan dirinya.

2. Kecakapan untuk membuat suatu persetujuan

3. Suatu hal tertentu

4. Suatu sebab yang halal
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Dua syarat yang pertama menurut subekti, dinamakan syarat subjektif karena
berhubungan dengan orang-orangnya atau subjek yang mengadakan perjanjian.
Sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat objektif karena
mengenai perjanjiannya sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan.

Kesepakatan antara kedua belah pihak adalah suatu hal yang penting untuk
menghindari hal-hal yang tidak menguntungkan dikemudian hari.

Prof. Subekti mengatakan bahwa dengan sepakat atau juga dinamakan dengan

perizinan bahwa dimaksudkan kedua subjek yang mengadakan suatu perjanjian itu

harus bersepakat , setuju atau seia sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian
yang diadakn itu. Apa yang dikehendaki pihak yang satu adalah juga dikehendaki
pihak yang lain,mereka menghendaki suatu yang sama secara bertimbal balik.Debitur
menginginkan sejumlah uang sedangkan si kreditur menginginkan bunga dari debitur.
Subjek yang mengadakan perjanjian haruslah cakap menurut hukum. Secara
umum semua orang cakap untuk melakukan perbuatan hukum , dalam pasal 1330
KUH Perdata disebutkan bahwa orang-orang yang tidak cakap membuat suatu
perjanjian adalah :
1. Orang-orang yang belum dewasa
2. Mereka yang ditaruh dibawa pengampuan
3. Orang-orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan dengan undang-
undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah

melarang membuat perjanjian tertentu.

Yang dimaksud dengan orang yang belum dewasa menurut pasal 330 KUH
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a . Orang yang belum berumur 21 tahun atau belum pernah kawin.

b. Sebelum ia berumur 21 tahun atau belum berumur 21 tahun tetapi belum

(pernah kawin).

Menurut pasal 433 KUH Perdata yang dimaksud dengan mereka yang ditaruh
dibawah pengampuan adalah setiap orang dewasa yang selalu berada dalam
keadaan dungu,sakit otak atau mata gelap harus ditaruh dibawah pengampuan,
pun jika ia kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya.Seorang dewasa
boleh juga ditaruh dibawa pengampuan karena keborosannya.

Adapun orang-orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan dengan
undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang
telah melarang membuat perjanjian tertentu.

Hal tersebut dapat dijumpai pada pasal 1467 KUH Perdata , dimana antara
suami-istri tidak boleh terjadi jual-beli.Kemudian dalam pasal 1678 KUH Perdata
menyebutkan bahwa antara suami-istri dilarang mengadakan
penghibaan.Dilarang adalah penghibaan antara suami-istri selama perkawinan,
akan tetapi ketentuan ini tidak berlaku terhadap hadiah-hadiah atau pemberian-
pemberian benda bergerak yang bertubuh yang harganya tidak terlalu tinggi
mengingat kemampuan si penghibah.

Kedua pasal tersebut diatas apabila terjadi maka dinyatakan tidak cakap seperti
disebut pada pasal 1330 KUH Perdata point 3.

Syarat ketiga disebutkan bahwa sebuah perjanjian harus mengenai hal

UNtergsidedamEsA ina Bitpaksudkan ialah bahwa di dalam perjanjian itu objek
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Disebut dengan syarat objektif. Kemudian memperhatikan pasal 1321 KUH Perdata
yang berbunyi :

Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kehilangan atau
diperolehnya dengan paksaan atau penipuan.

Kemudian untuk membuktikan bahwa bunyi pasal tersebut adalah subjek
maka kita harus membaca pasal berikutnya yaitu pasal 1322 KUH Perdata
menyatakan :

Kekhilafan tidak mengakibatkan batalnya persetujuan apabila kekhilafan itu terjadi
mengenai hakekat barang yang menjadi pokok persetujuannya.

Dari bunyi pasal tersebut diatas jelaslah bagi kita bahwa yang dibicarakan
adalah objek bukan subjek.

Dengan demikian menurut pendapat Idris Zainal, SH,diatas dapat kita terima
pengertian apabila terjadi kekhilafan,paksaan atau penipuan dapat dimintakan
pembatalan,sebagai dasar hukumnya adalah pasal 1321 KUH Perdata.Sedangkan
apabila subjek yang dilanggar atau melakukan perbuatan adalah batal demi hukum
dan sebagai dasar hukumnya adalah pasal 1446 KUH Perdata.

Terhadap kedua perbedaan pendapat sarjana diatas mengenai syarat subjektif
dan syarat objektif dihubungkan dengan batal demi hukum dan dapat dimintakan
pembatalan maka penulis sendiri lebih condong kepada pendapat Idris Zainal,SH.

Adapun alasan penulis bahwa syarat subjektif (sepakat mereka yang
mengikatkan dirinya dan kecakapan untuk membuat suatu perikatan) yang apabila
dilanggar akan mengakibatkan perbuatan itu adalah batal demi hukum.Sebagaimana
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telah disinggung diatas bahwa dasar perikatan itu adalah bahwa para pihak atau telah

tercapai kesepakatan kehendak.Yang mana apabila telah tercapai kesepakatan maka
telah terbentuklah parikatan atau perjanjian itu.Seterusnya kesepakatan itu adalah
merupakan tuntutan kepastian hukum serta satu sendi yang mutlak yang diperlukan
dalam hukum serta satu sendi yang mutlak yang diperlukan dalam hukum perjanjian.
Sifat absolut dari kesepakatan ini ialah batal demi hukum apabila dilanggar.

Demikian pula dengan poin yang kedua dari syarat subjektif yaitu kecakapan
untuk membuat suatu perikatan.Ketentuan dalam KUH Perdata kita telah dengan
tegas menggariskan bahwa semua perikatan yang dibuat oleh undang-undang yang
belum dewasa atau orang-orang yang ditaruh dibawah pengampuan adalah batal demi
hukum dan atas permintaan yang dimajukan oleh atau dari pihak mereka harus
dinyatakan batal semat-mata atas dasar belum dewasa atau pengampuan itu.
C. Pelaksanaan Suatu Perjanjian

Perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana kedua belah pihak atau para
pihak saling berjanji untuk melakukan atau melaksanakan sesuatu.Hal yang
dilaksanakan itu disebut juga prestasi,

Selanjutnya melihat hal-hal yang dijanjikan untuk dilaksanakan perjanjian-
perjanjian itu dibagi dalam 3 jenis yaitu :

1. Perjanjian untuk memberikan / menyerahkan suatu barang

2. Perjanjian untuk membuat sesuatu

3. Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu

Perjanjian jenis pertama dapat kita lihat dalam jual-beli,tukar
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jenis kedua dapat kita lihat dalam perjanjian untuk membuat sesuatu
lukisan,perjanjian  perburuhan,perjanjian untuk membuat garansi dan
sebagainya.Perjanjian dalam bentuk ketiga misalnya untuk tidak mendirikan tembok ,
perjanjian untuk tidak mendirikan perjanjian yang sejenis atau sama dengan
perusahaan yang dipunyai orang lain.

Pasal 1235 KUH Perdata menyebutkan : dalam tiap-tiap perikatan untuk memberikan
sesuatu adalah termaktub kewajiban si berhutang untuk menyerahkan kebendaan
yang bersangkutan dan untuk merawatnya sebagai bapak rumah yang baik sampai
pada saat penyerahannya.

Pernyataan di dalam pasal diatas adalah suatu hal yang wajar dan hendaknya
dipatuhi oleh pihak berutang sehingga sesuatu yang hendak diserahkan itu tetap
dalam kondisi yang diinginkan oleh pihak yang berutang.

Terhadap perikatan-perikatan untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat
sesuatu,apabila siberutang tidak memenuhi kewajibannya diwajibkan untuk
memberikan penggantian biaya,rugi dan bunga.Demikian isyarat yang ingin dicapai
oleh pasal 1239 KUH Perdata.

Menurut penulis pernyataan pasal 1239 KUH Perdata diatas adalah sebuah hal
vang sangat idealis,yang bila kita lihat dalam kenyataannya sehari-hari sangat sulit
untuk dilaksanakan secara langsung dan tegas.Persoalan baru agaknya tuntas bila
akhirnya pihak pengadilan turun tangan menengahi persoalan itu.ltupun tidak
memuaskan para pihak , karena telah menghabiskan waktu dan materi dari pihak-

pihak yang berperkara.
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lain,mungkin terhadap benda bergerak atau benda tidak bergerak. Jika benda jaminan
itu

Tertuju pada benda tidak bergerak maka hak kebendaan tersebut berupa hipotik
sedangkan jika hak kebendaan itu tertuju kepada hak bergerak maka hak kebendaan
itu berupa gadai.Kedua macam hak kebendaan tersebut memberikan kekuasaan
langsung terhadap benda jaminan dan hak mana dapat dipertahankan terhadap
siapapun.

Oleh karena gadai termasuk kedalam hak kebendaan maka juga mempunyai
sifat-sifat dari hak kebendaan yaitu selalu mengikuti bendanya,dimana pun benda itu
berada kemudian di dalam gadai peristiwa yang terlebih dahulu selalu didahulukan
pemenuhannya.Gadai juga tidak dapat dipindahkan,kemudian dalam gadai kedudukan
preperensi yaitu hak yang didahulukan dalam pemenuhannya melebihi kreditur-
kreditur lainnya (pasal 1133 KUH Perdata).

B.Pengertian Gadai

Gadai atau yang disebut juga dengan pand merupakan salah satu hak
kebendaan yang termasuk suatu lembaga jaminan yang diatur dalam buku 1I KUH
Perdata , mulai dari pasal 1150-1162.

Menurut pasal 1150 KUH Perdata gadai adalah suatu hak yang diperoleh
seorang berpiutang atas suatu barang bergerak,yang diserahkan kepadanya oleh
seorang berutang atau seorang lainnya atas namanya dan yang memberi kekuasaan
kepada siberpiutang untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara

didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya;dengan kekecualian biaya

HML\(E%Q%%MEPJ}%QRF&%M dan biaya yang telah %ikeluarkan untuk
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Sesuai dengan benda gadai adalah benda bergerak maka harus ada

hubungan yang nyata antara benda tersebut dengan pemegang gadai.Oleh

karena itu benda gadai tersebut harus diserahkan secara nyata oleh

pemberi gadai kepada pemegang gadai.Benda gadai tidak boleh berada

dalam kekuasaan wakil atau petugas pemberi gadai.Ratio dari penguasaan

benda ini adalah sebagai publikasi untuk umum,bahwa hak kebendaan atas

benda bergerak ada pada pemegang gadai.

4. Hak menjual sendiri benda gadai

Apabila pemberi gadai wanprestasi maka,penerima gadai dapat menjual

sendiri barang gadai dan dari hasil penjualan tersebut,penerima gadai

dapat mengambil pelunasan piutang beserta bunga dan biaya-biaya yang

telah dikeluarkan untuk penjualan tersebut.

5. Hak yang didahulukan

Hak yang didahulukan maksudnya apabila benda gadai itu dilelang maka

pemegang gadai harus didahulukan dari pada kreditur-kreditur lainnya

tentang pembayaran atau pelunasan piutangnya.

6. Mempunyai sifat accessoir

Maksudnya bahwa hak gadai itu tergantung dari perjanjian pokoknya yaitu

perjanjian pinjam uang.Perjanjian gadai itu baru mengikat setelah

perjanjian kredit atau perjanjian pinjam uang disepakati

ditandatangani.Manakala perjanjian pokoknya berakhir ,maka berakhir

pulalah perjanjian gadai tersebut.
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si B dapat menjual perhiasan itu dan dari jumlah uang diterima dari pembeli dapat
diambilnya sejumlah wang yang dipinjamkannya kepada si A.Dikatakan B dapat
menjual perhiasan itu karena tidak boleh memiliki perhiasan itu (pasal 1154
KUHPerdata).Andainya perhiasan itu berharga Rp200.000(dua ratus ribu rupiah) dan
uang yang dipinjamkan kepada si A hanya Rp 150.000(seratus lima puluh ribu
rupiah),maka dalam hal demikian B wajib menyerahkan sisa uang yang diperoleh dari
penjualan yakni Rp 50.000(lima puluh ribu rupiah) kepada si A.

Menurut pasal 1115 KUH Perdata, B harus menjual perhiasan itu disuatu
tempat umum kecuali di dalam perjanjian pinjam ditentukan syarat-syarat lain maka

B dapat menjual perhiasan itu tanpa perlu terlebiha dahulu meminta ijin hakim.Dalam

hal demikian B mempunyai kekuasaan (wewenang) eksekusi langsung (parate

executi%. . i
emikian secara ringkas gambaran umum tentang gadai,dan tentunya dalam

pembahasan berikutnya akan lebih dikembangkan lagi.

C.Subjek Dan Objek Gadai Menurut Hukum Perdata
Antara subjek dan objek gadai adalah sangat erat hubungannya satu sama
lain,sebab tanpa objek tidak berartilah kedudukan dari subjek gadai,oleh karenanya
subjek gadai inilah yang mendukung hak dan kewajiban yang berhubungan dengan
pelaksanaannya.Dengan kata lain subjek dan objek gadai ini sangat pentingkarena

kedua hal inilah yang merupakan dasar terjadinya gadai.
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Pengertian benda bergerak ini meliputi benda yang karena sifatnya termasuk

golongan benda bergerak dan yang dapat berpindah atau dipindahkan (pasal 509
KUHPerdata).

ADP (Anggaran Dasar Pegadaian) menentukan ukuran dari barang-barang (objek)
yang dapat digadaikan.Semua barang bergerak dapat diterima sebagai gadai jika
untuk itu dapat diberikan pinjaman uang sedikit-dikitnya Rp.0,10 sen menurut pasal 6
ADP.Dan sekarang telah disesuaikan bahwa pinjaman sedikit-dikitnya Rp.2.500,-
(Dua ribu lima ratus rupiah).

Namun demikian terdapat pengecualian-pengecualian yang diadakan terhadap
barang-barang ini ialah :

1. Barang milik negara

2. Surat hutang,surat actie,surat efek dan surat-surat berharga lainnya.

3. Hewan yang masih hidup dan tanaman

4. Segala makanan dan benda yang mudah busuk

5. Benda-benda yang kotor

6. Benda-benda yang untuk menguasai dan memindahkannya dari suatu
tempat ke tempat lain memerlukan izin.

7. Barang yang karena ukurannya yang besar tidak dapat disimpan dalam
gadaian.

8. Barang yang berbau busuk dan mudah merusakkan barang lain.jika
disimpan bersama-sama.

9. Benda-benda yang hanya berharga sementara atau yang harganya naik

UNIVERSITASWW%at,sehingga sulit ditaksirkan oleh pejabat gadai.
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10. Benda-benda yang digadaikan oleh seorang yang mabuk atau seorang
ya g tidak dapat meberi keterangan cukup tentang barang yang mau
digadaikan itu.

D. Berakhirnya Suatu Perjanjian Gadai

Perjanjian gadai dapat hapus disebabkan oleh beberapa hal,menurut pasal
1152 ayat 2 KUHPerdata :

“Gadai hapus apabila barang gadai keluar dari kekuasaan si penerima
gadai.apabila,namun itu barang tersebut hilang dari tangannya penerima gadai
ini atau dicuri dari padanya maka berhaklah ia menuntutnya kembali sebagai
mana disebutkan dalam pasal 1977 ayat kedua,sedangkan apabila barangnya
gadai didapatnya kembali,hak gadai dianggap kembali,hak gadai dianggap
tidak pernah hilang”.

Dari pasal tersebut diatas dapat kita ketahui bahwa gadai itu berakhir apabila
barang gadai keluar dari kekuasaan si penerima gadai,yang disebabkan oleh antara
lain :

a). Dengan hapusnya perikatan pokok yang dijaminkan dengan gadai,ini sesuai
dengan sifat accessoir daripada gadai sehingga nasibnya tergantung pada
perikatan pokok. Perikatan pokok ini dapat hapus antara lain dengan pelunasan
hutang (pembayaran),kompensasi,novasi,penghapusan hutang.

b). Dengan terlepasnya benda jaminan dari kekuasaan pemegang gadai.Tetapi
pemegang gadai mempunyai hak untuk menuntutnya kembali dan kalau berhasil
maka undang - undang menganggap perjanjian gadai tersebut tidak putus.

5Nb\é§§z§&"£és MEDAN ARE.

A o
pusnya./musnalinya benda jaminan.
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KESIMPULAN DAN SARAN

Setelah penulis membuat rangkaian pembahasan yang berhubungan dengan
pokok masalah skripsi ini maka secara umum permasalahan yang telah disajikan pada
bab sebelumnya telah terjawab.Pada bab ini penulis akan menyajikan kesimpulan
secara keseluruhan dimana merupakan jawaban akhir dari permasalahan.Dan pada
bagian akhir akan dikemukakan beberapa saran yang penting menurut penulis.

A. Kesimpulan :

1. Perum Pegadaian merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tunggal yang
diberi wewenang untuk menyalurkan kredit kepada masyarakat atas dasar Hukum
Gadai.

2. Pemberian kredit oleh Perum Pegadaian pada hakekatnya adalah bertujuan untuk
membantu masyarakat ekonomi lemah dalam mendapatkan pinjaman yang akan
digunakan untuk keperluannya,pemberian kredit ini juga bertujuan untuk
mencegah praktek ijon,pegadaian gelap.riba dan pinjaman tidak wajar lainnya.

3. Hubungan hukum yang terjadi antara Perum Pegadaian dan nasabah adalah
hubungan hukum perjanjian gadai yang bersumber pada pasal 1150-1160 KUH
Perdata disamping itu juga bersumber pada peraturan-peraturan yang berlaku pada
Perum Pegadaian.

4. Kedudukan para pihak dalam perjanjian Gadai dapat dikatakan seimbang karena
masing-masing pihak mempunyai hak dan Kewajiban,dimana hak dan kewajiban

UNIV, P}%I"{élslyla@néN ARE
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Walaupun perjanjian yang dipraktekkan oleh Perum Pegadaian adalah perjanjian
standard (perjanjian baku),namun demikian perjanjian standard ini berbeda dengan
perjanjian kredit pada umumnya karena pemberian kredit oleh Perum Pegadaian
lahir dengan tujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

5. Perjanjian gadai terjadi saat pemberi dan penerima gadai menandatangani Surat
Bukti Kredit (SBK) ,kemudian diikuti dengan penyerahan benda gadai dan
penerimaan uang pinjaman.Perjanjian gadai berakhir pada waktu penerima gadai
melunasi uang pinjaman kemudian Perum Pegadaian mengembalikan benda gadai.

6. Apabila pada waktu yang ditetapkan Pemberi gadai tidak menebus
barangnya,maka barang tersebut akan segera dilelang di muka umum.Pemberi
gadai berhak menerima sisa penjualan barang gadai setelah dikurangi uang

pinjaman dan bunga.

B. Saran-Saran

1. Melihat peran Perum Pegadaian yang sangat penting khususnya untuk membantu
masyatakat ekonomi lemah maka Perum Pegadaian perlu diperluas sampai ke
desa-desa agar dapat menjangkau masyarakat luas oleh karena masyarakat

ckonomi lemah lebih banyak tinggal di desa-desa.

2. Melihat pelaksanaan praktek gadai selama ini yaitu debitur wajib menyerahkan
barang jaminan kepada Perum Pegadaian sebagai pihak kreditur maka diharapkan
pihak Perum Pegadaian juga dapat membantu masyarakat ekonomi lemah yang
tidak dapat memberi barang jaminan kepercayaan atas usaha seperti tukang
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